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KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NoMoR: /8/.DAun 2@/
TENTANG

PENEGERI,AN SEKOLAH MENENGAH PERTMA (S/t4p) DAN SEKOI-AH fiENENGAH ATAS (SMA)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYMN

KABUpATEN SUKABU/t{

B U PATI SUKABUMI

Menimbang : a.

5.

l_

7.

c.

Mengingat : 1.

b_

bahwa. dalam rangka mewujudkan mutu dan sistem pendidikandi Kabupaten Sukabumi secara optimat. aipanOang periu
menetapkan penegerian Sekotah Menengah eertama 1S[ej aan
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sut<abumi 

'yin!
tetah memenuhi syarat formaI dan syarat materiat;

bahwa Sekotah Menengah pertama (SMp) dan Sekotah Menengah
Atas (Sl\,iA) sebagaimana dimakud pada huruf.,a,,di atas, ying
saat.ini.tetah memenuhi persyaratan format maupun matiriai
untuk ditetapkan penegerian sesuai peraturan perundang_
undangan yang bertaku adatah SMp Negeri 3 (Tig;)
Patabuhanratu, SMp Negeri 2 (Dua) Katibunder; Srr,re Neieri i
(Dua). Jampangtengah, SMA Negeri .t (Satu) Cikidang;sMA
Negeri 1 (satu) Nagrak dan SMA Negeri 1 lSatu).Lengkongl'

bahwa. untuk makud dan kepentingan sebagaimana dimal$ud
pada huruf "a" dan ,,b,, di atas, pertu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun j95O tentang pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Baraa (Berita Negara
tanggal 8 Agustus't950);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun .1999 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomoi42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839X

Undang-Undang Nomor 25 Tahun i999 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pem6rintal oaeiitr
(Lembaran Negara Tahun .1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun .1999 tentang perubahan Atas
Unang-Undang Nomor 8 fahun 1974 tent;ng pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun tSSi Nomoi Si,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3()4j );

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Nepara Teh n lnnr t^-^. zq

4.



6. Peraturan Pemerintah Repubtik lndonesia Nomor 29 Tahun .1990

tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

7. Peraturan Pemerintah Repubtik lndonesia Nomor 25 Tahun 2OOO
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Repubtjk lndonesia
Nomor 060/U/2002, tanggat 30 Aprit 2002, tentang pedoman
Pendirian Sekotah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Repubtik
lndonesla Nomor 130-67 Tahun 2OO2 tentang pengakuan
Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi
Kabupaten/Kota;

'10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2O0O
tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2OOO
tentang Pota Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000
Nomor 22 Seri D);

'12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor .14 Tahun 2OOi
tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-
20'10 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2OO1
Nomor 5 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002
tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

14. Keputusan Bupati sukabumi Nomor 565 Tahun 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi;

15. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 tentang
Penetapan Kembati Nomenk{atur Sekotah Menengah pertama
(SMP) dan Sekotah Menengah Atas (sMA) di Kabupaten
Sukabumi-

,TIEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA Penegerian Sekotah Menengah Pertama (sMP) dan Sekotah Menengah
Atas (SMA) di tingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KabuDaten Sukabumi. .\



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Penegerian Sekotah Menengah Pertama (SMP) dan Sekotah Menengah

Atas 
-(sMA) 

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas'

adalah:
a. SMP Negeri 3 (Tiga) Patabuhanratu;
b. sMP Negeri 2 (Dua) Katibunder;
c. SMP Negeri 2 (Dua) Jampangtengah;
d. sMA Negeri 1 (satu) Cikidang;
e. sMA Negeri 1 (satu) Nagrak;
f. sMA Negeri 1 (Satu) Lengkong.

Dengan tetah ditetapkannya penegerian sebagaimana dimakud pada

Dikim KEDUA di atas, maka sistem pendidikan dan mekanisme kerja

serta tenaga pendidik secara institusionat yang bersangkutan harus

segera dise;uaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

bertaku.

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Sukab-umi untuk terus metaksanakan tugas pengawasan sjstem

p"nJia .un serta petayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA di atas secara optimat.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan tain Yang

L"rtluntungun dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak

bertaku lagi.

Keputusan ini mu(ai bertaku pada tanggat ditetapkan'

Ditetapkan di : PALABUHANRATU
Pada tanggal | , /4zi 2ao/

ATI SUKABUMI

'&,/..:.. MAMAN SULAEMAN


